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PUTUSAN
Nomor 296/Pdt.G/2022/PA.Mbl

pam sl Ge g3l )
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan
perkara gugatan perceraian antara;
PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
XXXXXXXX ikan, tempat kediaman di RT.005, Xxxxx
XXXXXXXXXX, XXXXKKKKK XXXXK XXXXXX, XXXXKKXXX XXXKKXK
XXXX, XXXXXXXX XXXXX, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Pendompeng emas, tempat kediaman di RT.003, xxxx
XXXXX, XXXXXXXXX XXXKK XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX XXXX,
XXXXXXXX XXXXX, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Juli 2022 telah
mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Muara Bulian dengan Nomor 296/Pdt.G/2022/PA.Mbl, tanggal 21 Juli

2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada
hari Sabtu tanggal 20 Januari 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXX
XXXX, XXXXXXXX XXXXX, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 62/06/11/2007,
tertanggal 01 Februari 2007;
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2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat berpindah-pindah
tempat tinggal, terakhir bertempat tinggal dirumah kediaman bersama
sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas selama kurang lebih 10
tahun lamanya, sampai berpisah tempat tinggal;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup
bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba’da dukhul) dan sudah
dikaruniai dua orang anak yang bernama:

a. Viky Andrean bin Anassita berumur 14 tahun sekarang dalam
pengasuhan Penggugat;

b. Citra Rahmadani binti Anassita berumur 8 tahun sekarang dalam
pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun
saja, namun pada bulan Maret 2022 antara Penggugat dengan Tergugat
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:

a. Tergugat jarang berada dirumah, sehingga sering terjadi pertengkaran
setiap kali Penggugat bertanya kemana Tergugat saat tidak berada
dirumabh;

b. Bahwa Tergugat menjalin hubungan bersama wanita lain, yang awalnya
Penggugat ketahui langsung dari Tergugat membawa wanita tersebut
kerumah kediaman bersama, serta Tergugat mengakui jika menjalin
hubungan bersama wanita lain;

c. Bahwa Tergugat membicarakan kepada orang lain jika Penggugat tidak
pernah mengurus Tergugat selama menikah, padahal Penggugat tidak
pernah seperti yang dibicarakan Tergugat tersebut, Penggugat selalu
mengurus Tergugat selayaknya seorang suami;

5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Mei 2022
yang disebabkan oleh Penggugat melihat Tergugat sedang menelpon wanita
lain secara mesra, lalu Tergugat marah ketika Penggugat menegur Tergugat
untuk berhenti menjalin hubungan bersama wanita Tersebut, sehingga
terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, setelah
pertengkaran tersebut Tergugat langsung pergi meninggalkan rumah
kediaman bersama, yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat
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berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 bulan lamanya, selama
berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir
maupun batin, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib
kepada Penggugat;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berupaya
mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak
berhasil;

7. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa
tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi
berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud
bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam
perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Penggugat mohon
agar Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Majelis Hakim untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan

sebagai berikut:
Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba’in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cg. Majelis Hakim yang

memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang

menghadap ke muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

menghadap ke muka persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk

menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara

resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang,

sedangkan ketidak-hadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang
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sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 62/06/11/2007, tertanggal 01
Februari 2007, yang dikeluarkan oleh Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batang Hari, XXXXXXXX XXXXX.
Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan
dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi
tanda P;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
XXXXXXXX sayur, tempat tinggal di RT.001, XXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX
XXXXX XXXXXX,  XXXXXXXXX  XXXXXX  XXXX, XXXXXXXX XXXxX, di bawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah dua pupu dengan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah menikah
pada tahun 2007;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama
sebagai suami istri dengan berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir
Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman
bersama di XxxX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX
XXXXXX XXXX sampai Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman
bersama;
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- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2022
keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat adalah karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita
lain;

- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan
sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah
menjalankan kewajiban layaknya suami istri selama lebih kurang 3
bulan;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat agar
rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan lbu
rumah tangga, tempat tinggal di RT.004, XXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX
XXXXX XXXXXXK,  XXXXXXXXX  XXXXXX XXXX, XXXXXXXX XXXXX, di bawah
sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga dengan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah menikah
pada tahun 2007;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama
sebagai suami istri dengan berpindah-pindah tempat tinggal, terakhir
Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman
bersama di XxXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXK XXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX
XXXXXX XXXX sampai Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman
bersama;

- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2022
keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;
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- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan
Tergugat adalah karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita
lain;

- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan
sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah
menjalankan kewajiban layaknya suami istri selama lebih kurang 3
bulan;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat agar

rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak lagi mengajukan alat-alat bukti lain;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa
Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar
menjatuhkan putusan dengan mengabulkan segala tuntutan Penggugat;

Bahwa s,elanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal
ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat
tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Bulian, maka perkara ini
secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Muara Bulian
untuk memeriksanya vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan
Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya
bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan
perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut
Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo.
Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Agama sebagaimana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang
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Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat
sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai persona standi in judicio
memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak
yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil’/kuasanya yang sah dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa
disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil
secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan
Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, hal ini sesuai dengan
pendapat Imam Mawardi dalam Kitab Al Hawi Al Kabir fi Figh Madzhab Al Imam
Syafi’i, Juz XVI, Halaman 303, yang diambil sebagai pendapat majelis hakim
sendiri, sebagai berikut:
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Artinya: “Apabila Tergugat enggan untuk hadir dalam persidangan setelah

A\

dipanggil dua kali, maka Hakim dapat memutus perkara tanpa
kehadiran Tergugat’.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar
tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak
berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang, maka
pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian
dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan
oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah
Agung Rl Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan
tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan

beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan
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dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat
adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat jarang berada dirumah, Tergugat
menjalin hubungan dengan wanita lain, Tergugat sering membicarakan keadaan
rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,
isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam
perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan
meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah
bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil
gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan
dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan
saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam
Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan
pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah
bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal
172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil
gugatan Penggugat, adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil
yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut
telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.,
sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat
diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
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bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan
dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta
kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran disebabkan karena Tergugat jarang berada dirumah, Tergugat
menjalin hubungan dengan wanita lain, Tergugat sering membicarakan
keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kepada orang lain;

2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat
disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;

2. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum

Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz Il halaman 290;

axe E:L‘a...») Yol L CJJ-,H Dol csal 1) gy 2l 2@ e s e g5l

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku
selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya
sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan
Ssuami istri antara mereka berdua’;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39
ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap
Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat
harus dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughra

dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;
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Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum
Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILL
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) kepada
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Senin tanggal 08 Agustus
2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1443 Hijriah, oleh kami
H. Ahmad Mus’id Yahya Qadir, Lc., M.H.l., sebagai Ketua Majelis, Mamfaluthy,
S.H.I., M.H., dan Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., M.H., masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim
Anggota dan dibantu oleh Pirdaus, S.H.l.,, M.H., sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd ttd
Mamfaluthy, S.H.l., M.H. H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc.,
M.H.LI.
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Hakim Anggota,

ttd
Rusdi Rizki Lubis, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd
Pirdaus, S.H.l., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
Biaya Proses : Rp 50.000,00
Biaya Pemanggilan : Rp 300.000,00
Biaya PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
Biaya Redaksi . Rp 10.000,00
Biaya Materai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp  420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)
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